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BADAN PUSAT STATISTIK. Standar Operasional
Prosedur. Administrasi Pemerintah.
Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Menimbang :

ADMINISTRASI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

bahwa Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor
8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Badan Pusat Statistik perlu mengganti
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Badan Pusat Statistik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat
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Mengingat

10.

11.

Statistik;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan
Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Adminstrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pusat Statistik;

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 tahun
2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang,
Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi
Badan Pusat Statistik;

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
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